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korban namun bagimana cara hubungan seksual tersebut dilakukan dan 

spesifikasi korban dalam Marital Rape  

2. Bagi pengegak hukum harus dilakukannya langkah konkrit yang dilakukan 

oleh penyidik dalam memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap 

korban dalam proses penyidikan, bisa dengan menempatkan proses 

penyidikan pada ruangan khusus yang menjamin rasa aman dan terjaganya 

kerahasiaan korban, melibatkan polisi wanita dalam setiap proses 

penyidikan, adanya pendampingan dari psikolog, instansi terkait bagi para 

korban selama proses penyidikan dan melakukan upaya hukum lainnya 

yang dirasa perlu untuk menghindari terjadinya pengulangan. 
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